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NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
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s

Scanned by CamScanner



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwy Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum =&
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.

Bupati adalah Bupati Luwu.

Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Luwu.
Kepala Badan dalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

g A~ W o

Kabupaten Luwu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu.
7. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
8. Fungsiadalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
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BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atag -
1. Kepala Dinas; '
2 Sekretariat, terdiri atas :
&. Subbagian Program
b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
¢. Subbagian Keuangan
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
a. Subbidang Penyusunan dan Pengesahan APBD - -
b. Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran Belanja
Langsung
C. Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Pembiayaan dan
Anggaran Transfer Daerah
4. Bidang Perbendahara.an, terdiri atas :
a. Subbidang Pengelolaan Kas dan Pelaporan Pajak

b. Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayaan Daerah

c. Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung
S. Bidang Akuntansi, terdirj atag

a. Subbidang Akuntans; Penerima

b. Subbidang Akuntansi Pengeluaran

C. Subbidang Akuntans; Pelaporan dan Pertanggungjawaban
6. Bidang Aset, terdiri atas ;

a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan BMD
- Subbidang Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD

¢. Subbidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
BMD '

Jabatan Fungsional -
8. Jabatan Pelaksana.

)

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

[y

Bagian Kesatu |
Kepala Dinus
Pasal 3 ‘

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Bupati merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta
melaporkan  pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan
daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan,
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(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyeler}ggarakan,fungm ’ o
(@) perumusan penyusunan program kegiatan badan pen-ge 0
keuangan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
.) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
€.) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas
dalam kegiatan bawahan; .
@ pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
keuangan daerah ;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengelolaan keuangan daerah;
i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan
keuangan daerah ;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
dibidang pengelolaan keuangan daerah ;
pelaksanaan urusan administrasi badan pengelolaan keuangan
daerah.
perumusan, pengarahan dan penyelenggaraan rencana strategik dan
program kerja dinas sesuai dengan visi misi daerah;

o G

O

m. pengoordinasian perumusan dan penyusunan program/kegiatan
(RKA-DPKD) kerja dinas sesuai bidang tugasnya; ¢
@GR pemimpinan dan pengarahan pelaksanaan DPA-DPKD dan Anggaran
Pemerintah Daerah;
0. pengoordinasian penyusunan dan pedoman pelaksanaan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah;

p. pengarahan dan pemberian petunjuk kepada staf dalam
merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
q. pemimpinan dan pengoordinasian penyusunan laporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaben pelaksanaan APBD;
(® penetapan SPD;
(80 pengoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
(® pelaksanaan fungsi bendahrawan umum daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; =
u. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
v. pengadaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan .pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;
@ penandatangananan SPM;
&.Dpemimpinanpengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggungjawab BPKD;
@) pengarahan dan mempersiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pinjaman atas nama pemerintahan daerah;
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(2)

2. pemimpinan dan perigarahan penyusunan kebijakan dan pedoman
pengelolaan gerta penghapusan barang milik daerah;

4. pembinaan pelaksanaan program WASKAT, menyelenggarakan

monitoring dan evaluasi program/kegiatan serta melaporkan hasil
pelaksenaan tugas kepada pimpinan;

& penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
Pengembangan karijer:

pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan /atasan.

Bagian Kedua
Sekretaris

urusan program dan keuangan serta administrasi umum,
dan hukum,

Sekretarig melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas menyelenggarakan fungsi :

& perumusan penyusunan program kegiatan badan pengelolaan
keuangan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. pendistribusian dan pemberian petunjuk Pelaksanaan tugas kepada

dalam kegiatan bawahan;
d. pengoreksian, memaraf dan penandatanganan nagkah dinas;

~ e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. perumusan kebijakan program
umum, kepegawaian dan hukum;

8 penyelenggaraan kebjjakan program dan keuangan serta administragj
umum, kepegawaian dan hukum;

h. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan
tugas Kepala Sub Bagian dan staf lainnya; T

i. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan;

J perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian serta
pené@\gpan kebijakan di bidang umum dan Kenangan |, serta
administrasi umum, Hukum dan Kepegawaian;

k. perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Badan;

m. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan umum dan
keuangan ;

n. pengeldlaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan administrasi
urhum, hukum dan kepegawaian ;

0. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

administrasi umum, Hukum dan Kepegawaian serta program dan
keuangan,

dan keuangan serta administragj

p—
-
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p. Pengoordinasian, pembimbingan dan pengarahan penyiapan bahan dan

L.

b.

Pényusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen

gerencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
erlaky;

Peéngoordinasian selyruh kegiatan Bidang pada lingkup Badan; -
Pengintewentm-isaaian Permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk
Pemecahan masalah;

Penilaian prestas; kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan
Peéngembangan karjer

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Paragraf 1
SubBagian Program

Pasal 5

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
8. penyususnan rencana kegiatan Subbagian Programr sebagai pedoman
i

dalam pelaksanaan tugas;

pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

Pémantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui
perkembangan Pelaksanaan tugas;

Penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf  dan/atay
menandatangani naskah dinas; ¢

kegiatan mengikuti rapat-rapat sesyaj dengan bidang tugasnya;
penyusunan rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Dinas
sebagai acuan dalam pelaksanaan program;

penghimpunan dan persiapan bahan Pényusunan rencana kerja Dinas;

penghimpunan dan persiapan bahan penyusunan laporan kegiatan
Badan;

pengoordinasian penyusunan rencana program/kegiatan dengan
seluruh satuan kerja lingkup Badan;

pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,
RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pengoordinasian penyusunan réncana program/kegiatan dengan
Seluruh satuan kerja lingkup BPKD;

pengoordinasian dengan satuan kerja dalam lingkup Dinas dan
instansi terkait sehubungan dengan penyusunan pelaporan;
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7

m. penginventarjsir pemasalahan-permasalahan perencanaan,
Pelaksanaan gan hasil kegiatan program/ kegiatan Badan;

7. benilaian prestasi yerjy bawahan dalam rangka pembinaan dan .
' Penggembangan karjer;

tugas lain yang di berilean oleh pimpinan/atasan.

Paragraf 2
SubBagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum -

Pasal 6
(1) Kepala Sub Bagian Umum,

(2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum melaksanakan tugas

berjalan lancar;
c Pe€mantauan, Peéngawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk

d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf
menandatangani nagkah dinas;

o
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h. penyusunan rencana kebutuhan pPegawai sesuaij formasi
optimalisasj pelaksanaan tugas unit

i. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk
kelancaran tugas unit,

J- penyusunan daftar  jnduk kepegawaian sesuai  petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis  untuk tertibnya  adminitras;
kepegawaian,

k. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan
Nominatif untyk tertibnya administrasg; kepegawaian.

. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan .
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut,

m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian
melaluj rapat/pertemuan untuk Penyatuan pendapat.

untuk
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1. penyusunan laporan peleksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

©. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier

P. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3
SubBagian Eeuangan

Pasal 7

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai
- tugas pokok menghimpun bahan dan megelolah administrasi keuangan
meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung
jawaban dan pelaporan.
(2) SubBagian Keusngan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

&. penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi  petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas
yang telah dan belum dilaksanakan;

€. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan;

e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan
sebagai dasar pelaksanaan tugas.

& pengajuam Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif
untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran.

h. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan

juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan.

i. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

- maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.

j. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian
melalui pertemuan /rapat untuk menyatukan pendapat.

k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi, -
l. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; N ;
m. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan
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Bagian Ketiga
Bidang Anggaran

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan
operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas di bidang Anggaran yang meliputi Penyusunan
dan Pengesahan ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Belanja  Daerah dan
Pengendalian, Pelaksanaan, Pembiayaan dan anggaran transfer daerah.

2) Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

4. penyusunan rericana kegiatan Bidang Anggaran sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
peleksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

€. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan; '

kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

penyusunan kebijakan teknis bidang;

penyelenggaraan program/kegiatan bidang;

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program/kegiatan Kepala SubBidang dalam lingkup bidang Anggaran;

penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;

J- perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian
pengelolaan anggaran; a

k. pelaksanaan pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran dan
penyusunan APBD dan APBD Perubahan);

. pengoordinasian bahan perumusan pedoman penyusunan RKA/DPA
SKPD dan PPKD;

m. pengoordinasian penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara
(PPAS); S

. penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan menyusun
analisa standar belanja;

0. penyiapan anggaran kas daerah dan memproses serta menganalisa
Penerbitan Surat Peny¢diaan Dana (SPD) SKPD;

p. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan instansi terkait lainnya sehubungan dengan
anggaran transfer daerah;

G. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dana anggaran transfer daerah;

r. pengoordinasian dan kerjasama dengan perangkat dan lembaga terkait

dalam rangka peningkatan penerimaan anggaran transfer daerah;

Fe ™o
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s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; ;
t. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Pam‘grqf 1 |
SubBidang Penyusunan Dah Pengesahan APBD

Pasal 9

1) Kepala SubBidang Penyusunan dan Pengesahan APBD berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas
mempersiapkan  bahan  penyusunan operasionalisasi membina,
mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis disub
bidang Penyusunan dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

') Kepala SubBidang Penyusunan dan Pengesahan APBD dalam -
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi : "

8. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Pényusunan dan
Pengesahan APBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

C. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;

e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasrya;

f. penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

8 penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan
dan pembiayaan daerah;

h. pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah. '

i. pelaksanaan penyiapan petuniuk teknis penyusunan rancangan APBD
dan rancangan Perubahan APBD;

J. pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan
PPKD;

k. pelaksanaan koordinasi dan xompilasi bahan-bahan penyusunan
Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan RANPERDA tentang
APBD dan RANPERDA tentang Perubahan APBD;

1. pelaksanaan penyempurnaan raperda tentang APBD 'dan RANPERDA
tentang Perubahan APBD;

m. pelaksanaan penyiapan penetapan RANPERDA tentang APBD dan
Perubahan APBD;

n. pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan
DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;

0. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan
pendapatan PPKD;

P. pelaksanaan penyusunan perioritas plafon anggaran sementara (PSSA);
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q. pembuatan analisa standar belanja;

r. penelitian kelengkapan proposal permintaan bantuan hibah dan
bantuan sosial APBD; "

s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan serta
membuat laporan hagi pelaksanaan tugas; % ;
l

t. penilajan prestasi kerja bawahan dalam rangkaL pembinaan dan s f
pengembangan karier; h

u. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 2
SubBidang Pengendalian Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Pasal 10

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan subbidang Pengendalian dan
Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk !
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

C. Ppemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;

kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

Penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan

dan belanja daerah;

1. pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah;
penganalisaan penerbitan surat perintah pencairan dana (SPD) dari
SKPD; . |
pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah. |
pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD i
dan rancangan Perubahan APBD;
pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan PPKD;

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan serta membuat
laporan hasil pelaksanaan tugas; '
penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan.

7oA
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Paragraf 3 . -
SubBidang Pengendalian Dan Pelaksanaan Pembiayaan Dan Anggaran
Transfer Daerah '

Pasal 11

operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan
program / kegiatan teknis disubbidang Pengendalian dan Pelaksanaan
Pembiayaan dan Anggaran Transfer Daerah.

Kepala SubBidang Pengendalian dan Pelaksanaan Pembiayaan dan
Anggaran Transfer Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Pengendalian dan
Pelaksanaan Pembiayaan dan Anggaran Transfer Daerah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

C. Ppemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan schingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;

kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
pengumpulan data penerimaan dari anggaran transfer daerah;
fasilitasi perumusan dan perhitungan anggaran transfer daerah;
penyelenggaraan pekerjaan  teknis administrative terhadap
penerimaan anggaran transfer daerah; )
penyelenggaraan analisa data potensi dan realisasi penerimaan dalam
perencanaan peningkatan penerimaan anggaran transfer daerah;
penyiapan bahan ketetapan dan dokumen anggaran transfer daerah;
penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian,
penetapan anggaran transfer daerah; ,
pemantauan pelaksanaan kebijakan anggaran transfer daerah;
m. pelaksanaan pelaporan data penerimaan anggaran transfer daerah;
pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan anggaran transfer daerah
dengan bidang perbendaharaan selaku kuasa BUS, bidang Akuntansi
dan SKPD terkait;
0. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan serta
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
P. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier -
q. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan.

2l = I )
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Bagian Keempat &
Bidang Perbendaharaan
Pasal 12

yang  berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan

operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan.

Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

4. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan. tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar,

€. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan; g
kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
Penyusunan kebijakan teknis bidang;

Penyelenggaraan program/ kegiatan bidang; A

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program/kegiatan Kepala SubBidang dalam lingkup bidang:
Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
pengoordinasian pengelolaan kas daerah;

pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;

pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;

. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran bidang pengelola perbendaharaan daerah sebagai acuan
pelaksanaan tugas; - ¢

n. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening
kas umum daerah, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan,
penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah,
serta pelaksanaan rekonsiliasi dengan Bank umum pemerintah atas
penerimaan dan pengeluaran kas daerah; T

0. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar ;
SP2D;

p. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen
pengesahan SPJ, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas
pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

g. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutan/pemotongar dan penyetoran Perhitungq;{l Fihak Ketiga
(PFK); ' | ‘

r. pengoordinesian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul
akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pemberdayaan dan
penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

F@ o
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s. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas
serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

t. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan
yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta
penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);

u. pengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian
kelebihan penerimaan;

V. pengoordinasian penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;

W. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; ' ‘

X. pelaksanaan tugas lainnya sesuaj perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 1
SubBidang Pengelolaan Kas Dan Pelaporan Pajak

Pasal 13

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas dan Pelaporan Pajak berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas

mempersiapkan  bahan penyusunan  operasionalisasi, membina,
mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis
disubbidang Pengelolaan Kas dan Pelaporan Pajak.

Kepala SubBidang Pengelolaan Kas dan Pelaporan Pajak dalam

melaksanakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi ;

4. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengelolaan Kas dan Pelaporan
Pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar; v

C. pemantauan, pengawasan dan pengevaluaiaian pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan: lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;

kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

pelaksanaan pengelolaan kas daerah;

pelaksanaan pemindahbukuan kas daerah;

pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;

pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah.

Pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah

dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas

umum daerah;

k. pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan
pengeluaran daerah;

l. pelaksanaan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban
pendapatan/penerimaan kas;

e om oo
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m. pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas
serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan posisi kas;

n. pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah
sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;

0. perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan penatausahaan penerimaan kas;

p. pelaksanaan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah; « 7

Q. penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;

I. penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas
yang terkait dengan pengelolaan kas;

8. pelaksanaan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan
penerimaan;

t. pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran
kas berdasarkan SP2D;

u. pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan
penerimaan;

V. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait
Pendapatan Daerah; .

W. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

x. pengusahaan dan pengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

y. penyimpanan uang daerah;

z. penyiaapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas
nama pemerintah daerah;

aa.pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

bb. pelaksanaan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan
fungsi bidang atau SKPD lain;

cc.penilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

dd. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 2
SubBidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Dan Pombiayaan
Daerah
Pasal 14

1) Kepala Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan
operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan
program / kegiatan teknis disubbidang Perbendaharaan Belanja Tidak
Langsung Dan Pembiayan Daerah.

)) Kepala Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
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. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Perbendaharaan Belanja

Tidak Langsung dan Pembiayan Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

- pendistribusian  tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar; .

pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelakdanadn tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

+ pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan; . . -

kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
pelaksanaan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
pengkajian ulang hasil verifikas; penatausahaan pembiayaan daerah
(perbendaharaan);

- pelaksanaan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian

atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM; '
Pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta
pendistribusian lembar SP2D;

penelitian, pengoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan
rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ Belanja Tidak Langsung;

- pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas
berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka
pengendalian kas;

pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan realisasj
pengeluaran kas berdasarken SP2D;

- penelitian dan pengoreksian kelengkapan dokumen SKPP serta

melaksanakan proses penerbitan SKPP;

- pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- pelaksanaan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan

dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);

- Peényusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas-

yang terkait dengan perbendaharaan belanja;

penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait
Belanja Daerah;

pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas
beban rekening kas umum daerah:; ;

penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
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Paragraf 3
SubBidang Perbendaharaan Belanja Langsung

Pasal 15

(1) Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung berada dj bawah dan

beang jawab  kepeda Kepala Bidang mempunyai  tugas
mempersiapkan  bahan Penyusunan  operasionalisasi, membina,
mengkoordinalikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis
diSubbidang Perbendaharaan Belanja Langsung,

(2) Kepala Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung dalam

melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencang kegiatan SubBidang Perbendaharaan Belanja
Langsung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga péhkaanaan tugas
berjalan lancar; :

C. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;

€. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; -

f. pelaksanaan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pPengendalian
atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;

g pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta
pendistribusian lembar SP2D;

h. penelitian, pengoreksian, dan memberikan persetujuan pembebanan
rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ Belanja Langsung;

i. pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;

J- Penyusunan, pengoreksian dan penyempurnaan konsep naskah dinas
yang terkait dengan perbendaharaan belanja;

k. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait
Belanja Daerah;

l. pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas
beban rekening kas umum daerzh;

m. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; '

n. pelaksanaan tugas-tugas lainnyza sesuai perintah pimpinan/atasan.

Bagian Kelima

Bidang Akuntansi
Pasal 16 7
Kepala Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melaluj
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan
operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas di bidang akuntansi. :
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(2) Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

4 penyusunan rencana kegiatan Bidang Akuntansi .sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

C. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;

e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; )

f. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas
daerah;

8. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas
daerah;

h. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.engoordinasian kegiatan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;

i. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah y
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi; )

j- pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan
PPKD;

k. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; in

1. pengoordinasian kegiatan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; :

m. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta
pembiayaan; _

n. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

0. penyusunan kebijakan  dan panduan  teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Provinsi;

P. penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporafi Keuangan
Pemerintah Provinsi;

q. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas Bukti Memorial;

r. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peényusunan laporan
keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah;

S. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

t. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Scanned by CamScanner



19

Paragraf 1
SubBidang Akuntansi Penerima

Pasal 17

(1) Kepala Subbidang Akuntans; Penerima berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas mempersiapkan bahan

penyusunan operasionalisast, membina, mengkoordinasikan, dan
melaksanakan program / kegiatan teknis disubbidang Akuntansi
Penerima,

(2) Kepala Subbidang Akuntansi Penerima dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Akuntansi Penerima sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar; :

C. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;

kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

pelaksanaan pengolahan penerimaan kas daerah; o

pengkajian ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan

kas daerah,

pemantauan  atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data

transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;

J. pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi
penerimaan vang dilakukan oleh SKPD;

k. pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang
diiakukan oleh SKPD;

l.  pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;

m. pelaksanaan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non
BLUD, BLUD dan PPKD;

n. pelaksanaan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan
penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;

0. penganalisaan laporan realisasi penerimaan;

p. penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan APBD periodik (bulanan,
triwulanan, semesteran dan tahunan);

q. verifikasi, anelisa dan koreksi terhadap kesalahan rga]isasi penerimaan
(Bukti Memorial);

I. penyusunan kebijakan serta system dan prosedur akuntansi
penerimaan;

S. penyusunan, pengoreksian dan penyempurnaan konsep naskah dinas
yang terkait dengan penerimaan; :

t. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

u. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
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Paragraf 2
SubBidang Akuntansi Pengeluaran

Pasal 18

(1) Kepala Subbidang Akuntansi Pengeluaran berada di bawah dan

bertangglllng jawab  kepada Kepala Bidang mempunyai tugas
mempersiapkan  bahan  penyusunan operasionalisasi, membina,
mengoordinasikan, dan melaksanakan  program/kegiatan  teknis
disubbidang Akuntansi Pengeluaran. |

(2) Kepala Subbidang Akuntansi Pengeluaran dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Akuntansi Pengeluaran
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar, dengan plembagian bidang SKPD terdiri dari : bidang
pendidikan dan kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang
kesehatan, bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi,
bidang perhubungan, bidang komunikasi, informatika, statistik dan
persandian, bidang kependudukan dan pencatatan sipil, bidang
pariwisata, bidang pekerjaan umum, bidang perekonomian, bidang
pelayanan pertanahan, bidang pertanian, bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset, bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pembangunan, bidang kesatuan bangsa, polotik dan
perlindungan masyarakat, bidang lingkungan hidup, bidang ketahanan
pangan, bidang penanaman modal, bidang perpustakaan dan
kearsipan, bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan ‘bidang pelayanan
kesehatan;

C. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan; ’

e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. penerimaan laporan pertanggungjawaban fungsional (UP, GU, TU)
bendahara pengeluaran SKFPD;

g pelaksanaan koordinasi dengan seluruh SKPD;

h. pelaksanaan pembinaan atas bendahara pengeluaran SKPD;
penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;
penganalisasian laporan realisasi pengeluaran;

k. penyusunan kebijakan serta system dan ' prossedur akuntansi

pengeluaran;
l.  penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas

yang terkait dengan pengeluaran;

[

.

Scanned by CamScanner



s ®

21

m. pelaksanaan  monitgrin d ; _
membuat laporan hasjl ptgalak A e":ul:::.l Program/kegiatan serta

n. penilaian prestasi kerjy bawahan dalam rangka 'pembi dan
pengembangan karier- pembinaan

o. pelaksanaan tugas-tugsg lainnya segyg; Perintah pimpinan/atasan.

e T

Paragraf 3
SubBidang Akuntang; Pelaporan pap Pertan Jawaban

: Peényusunan Operasionalisasi, membina,
mengkc.)ordmasxkan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis
disubbidang Akuntansj Pelaporan dan PertanggungJawaban.

ntansi Pelaporan dan PertanggungJawaban dalam
melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud

ada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi: P

a. penyusunan rencana Kegiatan SubBidang Akuntansi Pelaporan dan
pertaFgg.ungtJawaban sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

¢. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;

e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. pelaksanaan pembinaan tekuis pembukuan anggaran, penerimaan kas
daerah;

g pelaksanaan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas
daerah;

h. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

i. penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

j- penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

k. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

I penyusunan konsolidasi Laporan Realisasi APBD Semester I dan
Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

M. penyusunan  laporan  keuangan konsolidasi atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

M. penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubehan saldo
anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

©. penyusunan Ikhtisar Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwuy;
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penyusunan lkhtisar Laporan Keuangan BUMD;

penyusunan bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

r. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perts:nggungjawaban Pelaksanaan APBD;

S. Penylapan bahan koordinasj dan menyusun jawaban eksekutif dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

t. penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerfah tenmbfh pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

u. penyiapan an ' j
Pelakommaen oo untuk  analisa Laporan Pertanggungjawaban

v. pelaksanasn pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sesuai system
Akuntansi Pemerintah Daerah;

W. penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas
yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

X. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier; f

Y. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

270

Bagian Keenam
Bidang Aset
Pasal 20

(1

Kepala Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan
operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas di bidang Aset yang meliputi perencanaan dan
pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan serta pemanfaatan dan
penghapusan.
(2) Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Aset sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas; I
b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tuges kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
C. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;
kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;,

el

f. penyusunan kebijakan teknis bidang;

£ penyelenggaraan program/kegiatan bidang;

h. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian, pengawasan program/

kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang:
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;

baa
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i pmgzo@in&sian dalam penelitian dan penyiapan bahan pertimbangan
persetyjuan dalam penyusunan rencana kebutuh ili
Dasrah (BMD); an Barang Milik

k. pmmgooﬁinasian dan membantu penelitian serta penyiapan bahan
mbangm persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhen
pemellha‘raan/perawatan Barang Milik Daerah (BMD);

LR anan Barang Milik Daerah (BMD);
m. pengoordinasian Barang Milik Daerah (BMD);

n. peneliian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan
dan penghapusan Badan Milik Daerah (BMD);

©. pengoordinasian pelaksanaan penyimpanan dokumen asli kepemili
- pemilikan
Barang Milik Daerah;

P. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan Barang Milik Daerah (BMD);

Q. Ppengoordinasian pelaksanaan rekapitulasi dan penghimpunan laporan
barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan bagian

pengelola sebagai bahan pPenyusunan laporan Barang Milik Daerah
(BMD);

pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi (Barang Milik 'Daerah);

S. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

t. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

u. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

-

Paragraf 1
SubBidang Perencanaan Dan Pengadaan BMD ,-

Pasal 21 i

(1) Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan BMD berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas
mempersiapkan  bahan  penyusunan operasionalisasi, membina,
mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis
disubbidang Perencanaan dan Pengadaan BMD.

(2) Kepala Subbidang Perencenaan dan Pengadaan BMD dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Perencanaan dan Pengadaan
BMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

¢. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;

e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan barang milik daerah;
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| yen behan pertimbangan oo
pﬁ"& ‘kebutuhan pemeliharggn /p:;‘;“ehuuan dalam
F punan Tencana kebutyhan d“’atan barang
. pd"‘him (BMD) dari SKPD penggypg, 4N pemeljh
pF dalam '
b e “‘Mm.,, rencangan Daerah (BMD) dqri gyepp - 0utthan dan
P'”“ Kepumm Bupay tenmg Pengguna;
Daerah (BMD); daftar kebutuhan

B sunan standar kebutuhan B arang dan Jasa;

» Penyusunan
‘mhkdaemh;
arean Barang Milik

} _eunan standar bamng; & Milik Daerah (BMD);
9.7 lj ign prestasi kerja bawahan dalam
. bangan karier; rangka - pembinaan dan

aan tugas lainnya sesuai par: _
& pelaksﬂn Y& Sesuai perintah Pimpinan/a

Pﬂmgmf 2 . -
_ subBidang FenataUsahaan Dan Pem, D
laraan v
Pasal 22

M Subbidang Penatausahaan dan Pemeliharagn BMD berada di
a

Ul j X
il dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas

manpel‘smpkan ba}:lt; nf;:iusu:::n Operasionalisasi, membina
’ San. TO . . 3
gisubbidang Perencanaan dan Pemeliharaan gh,g?m f leglatan. felnis

3 ¥epala Subbidang  Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD dalam

& tugas sebagaimara dimaksud pada ayat (1)

mmy‘elenggarakan fungsi:

a penyusunan rencana kegiatan SubBidang Penatausahaan dan
Pemeliharaan BMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

p. pendistribusian  tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

¢. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanan tugas dan
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan; \

¢. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; ’

{. penyiapan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang

} milik daerah;

| & penyiapan konsep surat ijin penghunian (SIF) penggunaah rumah

negara golongan I yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Pasal
313 ayat (3) Permendagri 19 thn 2016);
h. penyimpanan dokumen asli kepemilikan
. &yat {4) PP 27 thn 2014); '
i * Penghimpunan laporan hasil pemeliharaan dar SKPD sec
-, lpasal 323 gyat (6) Permendagri 19 thn 2016) P

} peaghimpunan i daan barang milik
t hasil pengadaan
D laporan hastl P don tahunan serta melakukan

: m secara bulanan, semesteran
Utan kedalam SIMDA BMD;

barang milik daerah (Pasal 44

ara berkala
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o rancangan Keputusan Bypay tontany ponetapan siatys
of BMD; "
gon rekonulliasl dalam rangi pen

ot o (BMD) dengan pongury,
g

! yusunan laporan Barang
Rrang BKPD dan Bidang
ﬁhﬂnm rancangan Peraturan Bypgy i

an patl ton

W [:::ui Bidang dan Nomor Kode Barang; 478 perotapen Nomor
‘ﬂ*xﬂd‘ asn pengkodean barang inventgyy BPKD;

%
%

s manfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan BMD
Pasal 23

?hgl‘l Subbidang Pemanfaatan, Penghapuan dan Permindahtanganan
::Aﬂ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksiq pada ayat (1)
v mﬂlﬂnmmkm fungsi:

a.,;@aiumsunﬂn rencana kegiatan SubBidang Pemanfag
"dan Pemindahtanganan BMD sebagai pedoman d

]

tan, Penghapuan
alam pelaksanaan

(UMBENY
by pendistribusian  tugas-tugas tertentu dan  member petunjuk
_,_-]i-!"]'.]mnm tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

pemantavan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan
eglatan bawahan sehingge pelaksanaan tugas berjalan lancar;
pembuatan  konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk
ienghindari kesalahan;

eglatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
1ghimpunan usulan pemanfaatan, penghapusan dan
indahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dari SKPD;

unan rancangan Keputusan Bupati tentang Panitia Penjualan
ghapusan Barang Milik Daerah (BMD);

dtian dan pengoordinasian dengan subbidang Penatausahaan atas
: Pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang
Daerah (BMD) dari SKPD; -
Pan dokumen pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik
(BMD) untuk diajukan persetujuan pimpinan; ~

n dokumen pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah

s "0 dokumen pelaksanaan penghapusan Barang Mk Daerah
"l untuk digjukan persetujuan pimpinan,

« \
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BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
peraturan Bupati ini berlaku sejak pelantikan pejabat

. berdawkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun

rﬂmg p,-_mbentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

nya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupaﬁ
an perlakuny .
D= Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi, dan
mpaten s jabatan struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
wmﬁuwu dicabut dan diryatakan tidak berlaku.

Pasal 26

ati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jturan Bup
Do i intahkan pengundangan
o eat] orang mengetahuinya, memerin !
Ag_gl*gi‘_;}seuagupaﬂ ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
sbupaten Luwul.
Ditetapkan di Belopa B
pada tanggal 3@ Desember 2016
BUPATIL ’
A ZAKKAR' -~
Dundangkan di Belopa
%da tanggale Desember 2016
. DAERAH KABUPATEN LUWU,

TN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 12
BUL Im
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